MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIV/2016

Tentang
Pengujian Konstitusional Komplain

Pemohon : Sri Royani

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
dan undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pengujian 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal
30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b,
Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal
56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK dan Pasal 29
ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Amar Putusan . Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat
diterima.
Tanggal Putusan . Rabu, 9 November 2016.

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan
dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51
ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56
ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
dimana terhadap pasal a quo tidak dimilikinya kewenangan Mahkamah untuk menguiji
konstitusional komplain sehingga Pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum terakhir
padahal jika Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan tersebut maka Pemohon akan
mempunyai pintu masuk untuk melakukan pengujian konstitusional komplain terhadap
tindakan pejabat Polisi Daerah Jawa Barat yang tidak mau melakukan pemeriksaan



laboratorium forensik akta pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diduga
palsu.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena
yang dimohonkan pengujian undang-undang in casu UU MK dan UU Kekuasaan
Kehakiman, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan
diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30
huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2)
huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU
Kekuasaan Kehakiman berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Apabila dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a,
Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b,
Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan
Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak ditafsirkan termasuk pengujian Undang-Undang dan/atau
pengujian pengaduan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka justru tidak ada kepastian hak konstitusional Pemohon. Sebab
jika demikian, menjadi tidak jelas apa yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, tidak
terdapat pertentangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51
ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (2) huruf b, Pasal 56
ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman
terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, telah jelas bagi Mahkamah bahwa apa yang dialami
oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang
dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 1 ayat (3), Pasal 10 ayat (1) huruf a,
Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (3) huruf b, Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A
ayat (2) huruf b, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1) UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
UU Kekuasaan Kehakiman melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang a quo.
Dengan demikian maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



